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WALI KOTA GUNUNGSITOLI 

PROVINSI SUMATERA UTARA 

 

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI 
NOMOR  9  TAHUN 2022 

 

TENTANG 
 

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI KOTA GUNUNGSITOLI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA GUNUNGSITOLI, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah 

Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha di Daerah, maka perlu disusun Peraturan Wali Kota 
tentang Perizinan Berusaha di Kota Gunungsitoli; 

  b. bahwa penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah 

dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan 
kegiatan berusaha; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali 
Kota tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kota 

Gunungsitoli; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4931); 

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4931); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 



Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6398); 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6617); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayan Koperasi dan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619); 

12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 
3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis 
Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 
4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 

14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 
5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 
15. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota 

Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli; 

16. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 56 Tahun 2021 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota 

Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;  

 



MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN 

PERIZINAN BERUSAHA DI KOTA GUNUNGSITOLI. 
 
 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Gunungsitoli.  
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 
Gunungsitoli.  

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelengaraan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota 

Gunungsitoli. 
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kota Gunungsitoli yang selanjutnya disingkat DPMPTSP 

adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan 
terpadu satu pintu di daerah. 

7. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli.  

8. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 
(Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem 
OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan 

diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 

9. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha 
yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang 
tertentu. 

10. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum 
atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha 
dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 

11. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB 

adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk 
melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku 
Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. 

12. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti 
pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. 

13. lzin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah 
Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib 
dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan 

usahanya. 
14. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan 

kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan 
usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan 
kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha. 

15. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada 
pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha danf 
atau kegiatannya. 



16. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan 

Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. 
17. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha 

selanjutnya disingkat dengan PB-UMKU adalah legalitas yang 
diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan 
usaha. 

18. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya 
disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh 

Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. 

19. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya 

disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi 
penanaman modal. 

20. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK 
adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk 
menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh 
fasilitas tertentu.  

21. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang 
selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang 

berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas 
dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak 

penjualan atas barang mewah, dan cukai. 
22. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan 

kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan 

prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh 
perusahaan kawasan industri.  

23. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya 
disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan 
realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi 

Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara 
berkala. 

24. Hak Akses adalah hak yang diberikan Pemerintah Republik 
Indonesia melalui Lembaga OSS dalam bentuk kode akses 

25. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang 

dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan 
dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau 
sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau 

didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk 
tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, 

rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode 
akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti 
atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.  

26. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri 
atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau 
terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan 

sebagai alat verifikasi dan autentikasi.  
27. Penanaman Modal adalah penanaman modal sebagaimana 

diatur daiam peraturan perundang-undangan di bidang 
penanaman modal. 

28. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan 

Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah 
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan 

Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan 
perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. 



29. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat 
UKL-UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 

Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana 
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang 
lingkungan hidup. 

 
BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 

 
Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk 
memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi 

masyarakat.  
 

Pasal 3 
 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah 

meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, serta 
menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan.  

 
BAB III 

RUANG LINGKUP 

 
Pasal 4 

 

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi: 
a. Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah; 

b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Layanan Sistem 
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 

c. Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 

d. Pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 
e. Penyelesaian Hambatan dan Permasalahan Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko 
f. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha; dan 
g. Sanksi. 

 
BAB IV 

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH 

 
Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 5 

 
(1) Perizinan Berusaha di daerah merupakan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko yang dilaksanakan oleh DPMPTSP.  

(2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan melalui 
Sistem OSS yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga 

OSS.  
 

Pasal 6 

 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (2), terdiri: 
a.  Perizinan Berusaha kegiatan usaha berisiko rendah; 



b.  Perizinan Berusaha kegiatan usaha berisiko menengah 

rendah; 
c.  Perizinan Berusaha kegiatan usaha berisiko menengah tinggi; 

dan; 
d.  Perizinan Berusaha kegiatan usaha berisiko tinggi.   

 

Pasal 7 
 

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha 
wajib memenuhi: 
a.  Persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau 

b.  Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 
 

Pasal 8 

 
(1) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi: 
a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; 
b. Persetujuan Lingkungan; 

c. Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik 
Fungsi. 

(2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipenuhi melalui pernyataan dan/atau melalui 
verifikasi/persetujuan dari Kementerian/Lembaga 

/Pemerintah Daerah, sesuai dengan tingkat risiko usaha.  
(3) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dipersyaratkan pada kegiatan usaha berisiko rendah dan 

menengah rendah, sedangkan kegiatan usaha berisiko 
menengah tinggi dan tinggi wajib melalui verifikasi 

/persetujuan dari Kementerian/Lembaga /Pemerintah daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(4) Pemohon dapat meminta pertimbangan teknis dari Perangkat 

Daerah yang menangani urusan terkait kegiatan usaha untuk 
mendukung pernyataan yang dipersyaratkan.  

(5) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
masing-masing diatur dalam peraturan perundang-undangan 
dibidang tata ruang, lingkungan hidup dan bangunan 

gedung. 
 

Pasal 9 

 
(1) Perizinan Berusaha di daerah terdiri atas: 

a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, meliputi: 
1. NIB;  
2. Sertifikat Standar;  

3. Izin; 
b. PB-UMKU; 

(2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi sektor: 
a. Kelautan dan perikanan; 

b. Pertanian; 
c. Lingkungan hidup dan kehutanan; 
d. Perindustrian dan Koperasi; 

e. Perdagangan; 
f. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat; 

g. Transportasi; 
h. Kesehatan, obat dan makanan; 
i. Pendidikan dan kebudayaan; 



j. Pariwisata; dan 

k. Ketenagakerjaan. 
 

 
Bagian Kedua 

Manajemen Penyelenggaraan 

 
Pasal 10 

 
(1)  DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan 

Berusaha wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di daerah. 
(2)  Manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a.  pelaksanaan pelayanan;  
b.  pengelolaan pengaduan masyarakat;  

c.  pengelolaan informasi;  
d.  penyuluhan kepada masyarakat;  
e.  pelayanan konsultasi; dan   

f.  pendampingan hukum.   
(3)  Penerapan manajemen penyelenggaraan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 

BAB V 
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO 

MELALUI LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA 

TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 
 

Bagian Kesatu 
Umum 

 

Pasal 11 
 

(1)  Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan 
secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS. 

(2)  Sistem OSS terdiri dari: 

a.  subsistem pelayanan informasi; 
b.  subsistem Perizinan Berusaha; dan 
c.  subsistem Pengawasan. 

 
Bagian Kedua 

Subsistem Pelayanan Informasi 
 

Pasal 12 

 
(1)  Subsistem pelayanan informasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a menyediakan informasi dalam 

memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta 
informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko. 
(2)  Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: 

a. KBLI berdasarkan tingkat Risiko; 

b.  rencana tata ruang; 
c.  ketentuan persyaratan Penanaman Modal; 

d.  persyaratan dan/atau kewajiban perizinan, jangka 
waktu, standar pelaksanaan kegiatan usaha dan 
penunjang kegiatan usaha, dan berusaha,  ketentuan 



lain di dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria 

seluruh sektor bidang usaha, pedoman dan tata cara 
pengajuan NIB, Sertifikat Standar, dan Izin; 

e.  persyaratan dasar meliputi kesesuaian kegiatan 
pemanfaatan ruang, persetujuan bangunan gedung dan 
sertifikat laik fungsi serta persetujuan lingkungan; 

f.  ketentuan insentif dan fasilitas Penanaman Modal; 
g.  Pengawasan Perizinan Berusaha dan kewajiban 

pelaporan; 
h.  simulasi pelayanan Perizinan Berusaha, panduan 

pengguna Sistem OSS, kamus Sistem OSS dan hal-hal 

yang sering ditanya (frequently asked questions/FAQ); 
i.  pelayanan pengaduan masyarakat; dan 

j.  informasi lain yang ditetapkan dengan keputusan 
Lembaga OSS. 

(3)  Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses 

oleh masyarakat umum tanpa menggunakan hak akses. 
 
 

Bagian Ketiga 
Subsistem Perizinan Berusaha 

 
Paragraf 1 

Umum 

 
Pasal 13 

 
(1)  Proses penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

dilakukan melalui subsistem Perizinan Berusaha 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b. 
(2)  Subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) mencakup tahapan proses penerbitan Perizinan 

Berusaha: 
a.  pendaftaran akun/hak akses; 

b.  Risiko rendah berupa NIB; 
c.  Risiko menengah rendah terdiri dari: 

1. NIB; dan 

2. Sertifikat Standar. 
d.  Risiko menengah tinggi terdiri dari: 

1. NIB; dan 
2. Sertifikat Standar. 

e.  Risiko tinggi terdiri dari: 

1. NIB; dan 
2. lzin. 

 

Paragraf 2 
Pemohon Perizinan Berusaha 

 
Pasal 14 

 

(1)  Pemohon Perizinan Berusaha melalui subsistem Perizinan 
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) 

huruf b terdiri atas Pelaku Usaha: 
a.  orang perseorangan; 
b.  badan usaha; 

c.  kantor perwakilan; dan 
d.  badan usaha luar negeri. 



(2)  Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a merupakan orang perseorangan Warga Negara 
Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan 

perbuatan hukum. 
(3)  Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

merupakan badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak 

berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha 

dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 
(4)  Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c merupakan: 

a.  orang perseorangan warga negara Indonesia; 
b.  orang perseorangan warga negara asing; atau 
c.  badan usaha yang merupakan perwakilan Pelaku Usaha 

dari luar negeri, dengan persetujuan pendirian kantor di 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

(5)  Badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d merupakan badan usaha asing yang didirikan di 
luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 

melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 
(6)  Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling 

sedikit terdiri atas: 
a.  perseroan terbatas; 
b.  persekutuan komanditer (commanditaire vennotschap); 

c.  persekutuan firma (venootschap onder firma); 
d.  persekutuan perdata; 

e.  koperasi; 
f.  yayasan; 
g.  perusahaan umum; 

h.  perusahaan umum daerah; 
i. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; dan 

h.  lembaga penyiaran. 
(7)  Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

paling sedikit terdiri atas: 

a.  kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing; 
b.  kantor perwakilan perusahaan asing; atau 
c.  kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing. 

(8)  Badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) yang dapat melakukan kegiatan usaha di Indonesia paling 

sedikit terdiri atas: 
a.  pemberi waralaba dari luar negeri; 
b.  pedagang berjangka asing; 

c.  penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing; 
dan 

d.  bentuk usaha tetap. 
(9)  Kantor perwakilan perusahaan asing sebagaimana dimaksud 

pada ayat (7) huruf b termasuk dalam tingkat risiko rendah. 

 
Paragraf 3 

Pendaftaran Hak Akses 

 
Pasal 15 

 
(1)  Hak akses Sistem OSS diberikan kepada : 

a.  Pelaku Usaha meliputi : 

1.  orang perseorangan; 
2.  direksi/penanggung jawab Pelaku Usaha; atau 



3. pengurus apabila Pelaku Usaha berbentuk koperasi 

dan yayasan. 
b. DPMPTSP sebagai pengelola hak akses. 

(2)  DPMPTSP sebagai pengelola hak akses dapat memberikan 
hak akses turunan kepada Perangkat Daerah teknis sesuai 
kewenangan dan kebutuhan yang diperlukan.   

 
Pasal 16 

 
(1)  Hak akses kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a diberikan untuk: 

a.  mengajukan permohonan Perizinan Berusaha termasuk 
perubahan dan pencabutan; 

b.  menyampaikan LKPM; 

c.  menyampaikan pengaduan; dan/atau 
d.  mengajukan permohonan fasilitas berusaha. 

(2)  Hak akses kepada DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 ayat (2) diberikan untuk: 
a. melakukan verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan 

persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 
b.  pelaksanaan jadwal Pengawasan; dan 

c.  penyampaian hasil Pengawasan/berita acara 
pemeriksaan pelaksanaan kegiatan usaha. 

 

Pasal 17 
 

Permohonan hak akses melalui Sistem OSS dilakukan oleh Pelaku 

Usaha: 
a. orang perseorangan dengan mengisi data nomor induk 

kependudukan; 
b.  badan usaha dengan mengisi data nomor pengesahan badan 

usaha; 

c.  badan layanan umum, perusahaan umum, perusahaan 
umum daerah, lembaga penyiaran publik, badan hukum 

lainnya yang dimiliki oleh negara, dengan mengisi data dasar 
hukum pembentukan; 

d.  persyarikatan atau persekutuan dengan mengisi data dasar 

hukum pendirian; dan 
e.  kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri dengan 

mengisi data nomor induk kependudukan kepala kantor 

perwakilan/penanggung jawab yang berkewarganegaraan 
Indonesia atau nomor paspor kepala kantor perwakilan 

/penanggung jawab yang berkewarganegaraan asing.  
 
 

Pasal 18 
 

(1)  Pelaku Usaha dapat melakukan perubahan data hak akses 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 secara mandiri dalam 
Sistem OSS. 

(2)  Perubahan data hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) paling sedikit: 
a.  nama penanggung jawab; 

b.  nomor induk kependudukan atau nomor paspor 
penanggung jawab; 

c.  nomor telepon penanggung jawab; 
d.  surat elektronik penanggung jawab; dan/atau 
e.  kata sandi. 



(3)  Atas perubahan data hak akses sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Sistem OSS memberikan notifikasi kepada Pelaku 
Usaha melalui surat elektronik yang didaftarkan. 

 
Pasal 19 

 

(1)  Hak akses turunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 
ayat (2) dibuat dengan mendaftarkan data penerima Hak 

Akses turunan yang terdiri atas:  
a.  nomor induk kependudukan pejabat yang menerima Hak 

Akses turunan; dan  

b.  jabatan penerima Hak Akses.  
(2)  Pengelola Hak Akses sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 

ayat (1) huruf b dapat membatalkan Hak Akses turunan 

apabila penerima Hak Akses tersebut sudah tidak berwenang.  
(3)  Pembatalan Hak Akses turunan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilakukan melalui fitur pengelola Hak Akses yang 
disediakan di dalam Sistem OSS.  

(4)  Pengelola Hak Akses bertanggung jawab terhadap data dan 

penggunaan Hak Akses oleh penerima Hak Akses turunan.  
(5)  Hak Akses kepada penerima Hak Akses turunan sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) diberikan untuk: 
a.  mendapatkan data Pelaku Usaha; 
b.  melakukan verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan 

standar dan persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis 
Risiko;  

c.  penyusunan jadwal Pengawasan; 

d.  mengusulkan pencabutan; 
e.  penyampaian hasil Pengawasan/berita acara 

pemeriksaan pelaksanaan kegiatan usaha; dan/atau  
f.  mendapatkan informasi dan mengunduh data Perizinan 

Berusaha, sesuai dengan kewenangan. 

 
Paragraf 4 

NIB 
 

Pasal 20 

 
(1) NIB wajib dimiliki oleh setiap Pelaku Usaha.  
(2)  Setiap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

hanya memiliki 1 (satu) NIB. 
(3)  NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh 

Lembaga OSS. 
(4)  NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

identitas bagi Pelaku Usaha sebagai bukti 

registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan 
kegiatan usaha. 

(5)  NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai: 

a.  angka pengenal impor sebagaimana dimaksud dalam 
peraturan perundang-undangan mengenai angka 

pengenal impor; 
b.  hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam 

peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; 

c.  pendaftaran kepesertaan Pelaku Usaha untuk jaminan 
sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; 

dan 
d.  wajib lapor ketenagakerjaan untuk periode pertama 

Pelaku Usaha. 



(6)  Pelaku Usaha yang memerlukan angka pengenal impor 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a hanya dapat 
memilih: 

a.  angka pengenal impor umum untuk kegiatan impor 
barang yang diperdagangkan; atau 

b.  angka pengenal impor produsen untuk kegiatan impor 

barang yang dipergunakan sendiri sebagai barang modal, 
bahan baku, bahan penolong dan/atau bahan untuk 

mendukung proses produksi. 
(7)  Hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

huruf b dapat digunakan oleh: 

a.  Pelaku Usaha yang merupakan badan usaha untuk 
melakukan kegiatan impor dan/atau ekspor; atau 

b.  Pelaku Usaha yang merupakan orang perseorangan 

hanya dapat melakukan kegiatan ekspor. 
(8) NIB berbentuk angka acak yang diberi pengaman dan disertai 

dengan tanda tangan elektronik. 
 

Pasal 21 

 
(1) NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mencakup data: 

a.  profil; 
b.  permodalan usaha; 
c.  nomor pokok wajib pajak; 

d.  KBLI; dan 
e.  lokasi usaha. 

(2)  Untuk mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Pelaku Usaha orang perseorangan mengisi data pada 
Sistem OSS. 

(3)  Data profil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bagi 
Pelaku Usaha orang perseorangan merupakan nomor induk 
kependudukan yang terintegrasi dengan sistem kementerian 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 
(4)  Bagi Pelaku Usaha badan usaha, data sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, sesuai 
dengan integrasi antara Sistem OSS dengan sistem di 
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang hukum dan hak asasi manusia. 
(5)  Terhadap data nomor pokok wajib pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c, Sistem OSS melakukan 

validasi sesuai dengan integrasi dengan sistem di 
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang keuangan negara. 
(6)  Bagi Pelaku Usaha orang perseorangan yang belum memiliki 

nomor pokok wajib pajak, dapat mengajukan permohonan 

nomor pokok wajib pajak melalui Sistem OSS. 
(7) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai 

dengan integrasi atau validasi antara Sistem OSS dengan 

sistem di kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang tata ruang. 

(8)  Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum 
tersedia secara daring, Pelaku Usaha melakukan pengisian 
pada Sistem OSS. 

(9)  Bagi Pelaku Usaha kantor perwakilan dan badan usaha luar 
negeri, harus mengisi data paling sedikit: 

a.  nama perusahaan di luar negeri yang menunjuk; 
b.  alamat perusahaan asing; dan 
c.  data kantor perwakilan di Indonesia. 



Pasal 22 

 
(1)  Terhadap data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 

(1), Sistem OSS melakukan pemeriksaan kesesuaian 
ketentuan bidang usaha dan ketentuan Penanaman Modal 
lainnya, termasuk: 

a.  bidang usaha yang diklasifikasikan sebagai bidang usaha 
prioritas; 

b.  alokasi bidang usaha untuk UMK-M dan koperasi; 
c.  kewajiban kemitraan dengan UMK dan koperasi; dan 
d.  ketentuan bidang usaha khusus (single purpose). 

(2)  Pemeriksaan ketentuan bidang usaha dan ketentuan 
Penanaman Modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), menentukan insentif dan/atau fasilitas Penanaman Modal 
yang dapat diperoleh oleh Pelaku Usaha. 

 

Paragraf 5 
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 

 

Pasal 23 
 

(1)  Sistem OSS melaksanakan pemeriksaan lokasi usaha yang 
diajukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 ayat (1) huruf e mencakup: 

a.  daratan; 
b.  laut; dan/atau 

c.  kawasan hutan. 
(2)  Pemeriksaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a dilakukan berdasarkan ketersediaan rencana 

detail tata ruang daerah dalam sistem di kementerian yang 
menyelenggarakan urusan di bidang tata ruang yang 
terintegrasi dengan Sistem OSS. 

(3)  Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan 
ruang: 

 a.  bagi kegiatan usaha yang lokasinya sudah sesuai dengan 
rencana detail tata ruang daerah, Sistem OSS secara otomatis 
menerbitkan konfirmasi kegiatan pemanfaatan ruang sesuai 

kegiatan usaha; atau 
 b.  bagi kegiatan usaha yang lokasinya tidak sesuai dengan 

rencana detail tata rurang daerah, Sistem OSS memberikan 
notifikasi ketidaksesuaian tata ruang dan permohonan NIB 
tidak dapat dilanjutkan. 

 
Pasal 24 

 

(1)  Dalam hal rencana detail tata ruang daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) belum tersedia, 

pemeriksaan lokasi dilakukan berdasarkan: 
a.  rencana tata ruang wilayah nasional; 
b.  rencana tata ruang pulau/kepulauan; 

c.  rencana tata ruang kawasan strategis nasional; 
d.  rencana tata ruang wilayah provinsi; dan/atau 

e.  rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. 
(2)  Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan 

ruang yang belum tersedia rencana detail tata ruang, 

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang tata ruang melakukan validasi kesesuaian lokasi 
kegiatan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud 



pada ayat (1), untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan 

persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. 
(3)  Jangka waktu penerbitan atau penolakan persetujuan 

kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak 
permohonan NIB diajukan. 

(4)  Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
terlampaui, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan 

ruang diterbitkan secara otomatis oleh Sistem OSS. 
 

Pasal 25 

 
(1)  Sistem OSS akan memeriksa dan menyetujui secara otomatis 

lokasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 

dengan ketentuan: 
a.  lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi KEK 

atau kawasan industri; 
b.  lokasi usaha dan/atau kegiatan diperlukan untuk 

perluasan usaha yang sudah berjalan dan letak 

tanahnya berbatasan dengan lokasi usaha dan/atau 
kegiatan yang bersangkutan dengan peruntukan tata 

ruang yang sama; 
c.  lokasi usaha dan/atau kegiatan merupakan tanah yang 

sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha lain yang telah 

mendapatkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang 
dan akan digunakan oleh Pelaku Usaha; 

d.  lokasi usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada 

wilayah usaha minyak dan gas bumi yang sudah 
ditetapkan oleh pemerintah; dan/atau 

e.  lokasi usaha dan/atau kegiatan berasal dari otorita atau 
badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan 
sesuai dengan rencana tata ruang kawasan 

pengembangan tersebut. 
(2)  Sistem OSS menerbitkan persetujuan kesesuaian kegiatan 

pemanfaatan ruang atas lokasi usaha dan/atau yang 
diperlukan untuk melaksanakan rencana Perizinan Berusaha 
bagi UMK berdasarkan pernyataan Pelaku Usaha sesuai 

format pada Sistem OSS. 
(3)  Dalam hal Pelaku Usaha menengah dan besar melakukan 

pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah dengan luasan tidak lebih dari 5 (lima) hektare, 
persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang 

diterbitkan atas pernyataan Pelaku Usaha sesuai format pada 
Sistem OSS. 

 

Pasal 26 
 

(1)  Pemeriksaan lokasi di laut sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan kepada Pelaku Usaha 
yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di laut sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2)  Lokasi usaha mengacu pada pemanfaatan sesuai dengan 

rencana tata ruang, rencana zonasi kawasan antar wilayah, 

dan rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu. 
(3)  Pemeriksaan lokasi di laut dilakukan kepada Pelaku Usaha 

yang memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian ruang 
laut yang mencakup permukaan laut, kolom air, dan/atau 



permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(4)  Pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan berdasarkan ketersediaan rencana tata ruang yang 
mencakup rencana zonasi dalam sistem di kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan 

yang terintegrasi dengan Sistem OSS. 
(5)  Dalam hal lokasi yang dimohonkan berada di laut, Pelaku 

Usaha menyampaikan permohonan kesesuaian kegiatan 
pemanfaatan ruang di laut kepada menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan 

melalui Sistem OSS. 
(6)  Terhadap permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan 

ruang di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
kelautan menyampaikan notifikasi persetujuan atau 

penolakan ke dalam Sistem OSS paling lama 20 (dua puluh) 
Hari sejak permohonan NIB diajukan. 

(7)  Berdasarkan notifikasi persetujuan atau penolakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sistem OSS akan 
menerbitkan persetujuan atau penolakan kegiatan 

pemanfaatan ruang. 
(8)  Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

terlampaui, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan 

ruang di laut diterbitkan secara otomatis oleh Sistem OSS. 
 

Pasal 27 

 
(1)  Dalam hal kegiatan usaha berada di darat, wilayah pesisir, 

dan laut, persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang 
diberikan secara terkoordinasi oleh menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria 

dan tata ruang dan menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang kelautan. 

(2)  Persetujuan dan penolakan sebagaimana dimaksud padaayat 
(1) diberikan secara terkoordinasi oleh menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria 

dan tata ruang dan menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang kelautan melalui Sistem OSS. 

 

Pasal 28 
 

(1)  Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang 
diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak 
diterbitkan.  

(2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha tidak melaksanakan 
penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai tata ruang, 

persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang 
dibatalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 29 

 

(1) Terhadap lokasi usaha pada kawasan hutan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dapat mencakup 

kegiatan: 
a.  penggunaan kawasan hutan; dan 
b.  pemanfaatan hutan. 



(2)  Dalam hal kegiatan yang akan dilakukan oleh Pelaku Usaha 

menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan 
pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat 

dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan 
hutan lindung. 

(3)  Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a dilakukan melalui persetujuan Pemerintah 
Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang kehutanan. 
(4)  Permohonan dan kelengkapan persyaratan pemanfaatan 

hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan 

melalui Sistem OSS. 
(5)  Permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) diteruskan kepada kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
kehutanan untuk dilakukan verifikasi. 

(6)  Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang kehutanan melakukan verifikasi atas pemenuhan 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam 

jangka waktu yang ditetapkan oleh kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

kehutanan yang dinotifikasi ke Sistem OSS. 
(7)  Dalam hal kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kehutanan tidak memberikan 

notifikasi persetujuan atau penolakan ke Sistem OSS 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lembaga OSS 
menerbitkan Izin pemanfaatan hutan. 

 
Paragraf 6 

Pemasukan Data Profil Pelaku Usaha 
 

Pasal 30 

 
(1)  Pelaku Usaha harus melakukan klarifikasi kegiatan usaha 

berupa: 
a.  kegiatan usaha utama; 
b.  kegiatan usaha pendukung; dan/atau 

c.  kantor cabang administrasi. 
(2)  Kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a merupakan kegiatan usaha sebagaimana yang 

tercantum pada legalitas/akta Pelaku Usaha dan bertujuan 
komersial, sumber pendapatan, atau menghasilkan 

keuntungan bagi Pelaku Usaha. 
(3)  Kegiatan usaha pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b merupakan: 

a.  kegiatan yang bertujuan untuk mendukung kelancaran 
kegiatan usaha utama; 

b.  tidak merupakan sumber pendapatan bagi Pelaku 

Usaha; dan 
c.  dapat dilakukan dan diselesaikan terlebih dahulu 

sebelum pelaksanaan kegiatan usaha utama. 
(4)  Kantor cabang administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c merupakan unit atau bagian dari perusahaan 

induknya yang dapat berkedudukan di tempat berlainan dan 
bersifat administratif. 

 
 
 



Pasal 31 

 
Pelaku Usaha yang telah mengisi data sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 21 ayat (1) wajib melanjutkan proses di Sistem OSS 
untuk mendapatkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan 
memasukkan data kegiatan usaha utama untuk masing-masing 

kode KBLI 5 (lima) digit dan lokasi paling sedikit memuat: 
a.  jenis produk yang dihasilkan; 

b.  kapasitas produk; 
c.  jumlah tenaga kerja; dan 
d.  rencana nilai investasi. 

 
Pasal 32 

 

(1) Sistem OSS melaksanakan pemeriksaan ketentuan atas data 
usaha berupa rencana nilai investasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 31 huruf d yang diajukan oleh Pelaku Usaha 
meliputi: 
a.  minimum investasi; dan 

b.  ketentuan permodalan, untuk Penanaman Modal Asing. 
(2) Ketentuan minimum investasi bagi Penanaman Modal Asing 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi total 
investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 
miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha 

KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek. 
(3) Ketentuan total investasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dikecualikan untuk beberapa kegiatan usaha: 

a.  khusus untuk kegiatan usaha perdagangan besar, lebih 
besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) 

di luar tanah dan bangunan, adalah per 4 (empat) digit 
awal KBLI; 

b.  khusus untuk kegiatan usaha jasa makanan dan 

minuman sepanjang terbuka untuk Penanaman Modal 
Asing, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 

miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan, adalah per 2 
(dua) digit awal KBLI per 1 (satu) titik lokasi; 

c.  khusus untuk kegiatan usaha konstruksi sepanjang 

terbuka untuk Penanaman Modal Asing, lebih besar dari 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar 
tanah dan bangunan dalam satu kegiatan, adalah per 4 

(empat) digit awal KBLI; atau 
d.  khusus untuk kegiatan usaha industri yang 

menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit 
yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar 
dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar 

tanah dan bangunan. 
 

Pasal 33 

 
(1)  Terhadap kegiatan usaha pendukung sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 30 ayat (3), Pelaku Usaha wajib memenuhi 
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, termasuk pengidentifikasian Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko. 
(2)  Kegiatan usaha pendukung dikecualikan dari proses 

pemeriksaan ketentuan nilai permodalan dan minimum 
investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) 



serta kewajiban pencantuman KBLI dalam maksud dan 

tujuan pada legalitas Pelaku Usaha. 
(3)  Terhadap kegiatan usaha pendukung sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b, ketentuan dalam Pasal 31 
berlaku secara mutatis mutandis. 

 

Pasal 34 
 

(1)  Pelaku Usaha mendaftarkan kantor cabang administrasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) pada Sistem 
OSS dengan melengkapi data paling sedikit: 

a.  alamat kantor cabang administrasi; 
b.  nomor pokok wajib pajak kantor cabang administrasi; 

dan 

c.  penanggung jawab kantor cabang administrasi. 
(2)  Dalam hal kantor cabang administrasi lebih dari 1 (satu) 

lokasi, Pelaku Usaha harus melengkapi data sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) untuk setiap lokasi kantor cabang 
administrasi. 

(3)  Pendaftaran kantor cabang administrasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui Sistem OSS 

sebagai lampiran NIB. 
 

Pasal 35 

 
Dalam hal 1 (satu) kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30 ayat (2) merupakan: 

a.  dalam 1 (satu) lini produksi menghasilkan lebih dari 1 (satu) 
produk yang berbeda kode KBLI 5 (lima) digit dengan lokasi 

yang sama; atau 
b.  kegiatan yang menghasilkan jasa lebih dari 1 (satu) kode KBLI 

5 (lima) digit berbeda dengan lokasi yang sama, kelengkapan 

data dapat digabung menjadi 1 (satu). 
 

Pasal 36 
 

(1) Lembaga OSS menerbitkan NIB melalui Sistem OSS 

berdasarkan: 
a.  tingkat Risiko; 
b.  pemeriksaan ketentuan bidang usaha; 

c.  ketentuan minimum investasi; dan 
d.  ketentuan permodalan. 

(2)  Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
mengikuti tingkat Risiko sesuai dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang secara otomatis terverifikasi oleh 

Sistem OSS. 
 

Paragraf 7 

Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Rendah 
 

Pasal 37 
 

(1)  Dalam hal kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat Risiko 

rendah, NIB secara otomatis terbit melalui Sistem OSS 
setelah Pelaku Usaha memenuhi data sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 21. 



(2)  NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai 

legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha sekaligus 
menjadi SPPL. 

 
Paragraf 8 

Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah 

 
Pasal 38 

 
(1)  Dalam hal kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat Risiko 

menengah rendah, setelah memenuhi kelengkapan data 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pelaku Usaha 
mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan 
usaha melalui Sistem OSS. 

(2)  Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi 
standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan 

memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL yang 
tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat 

Standar. 
(3)  Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain 

mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan 
usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha 
mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk 

memperoleh NIB dan Sertifikat Standar. 
 

Paragraf 9 

Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi 
 

Pasal 39 
 
(1) Dalam hal kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat Risiko 

menengah tinggi, setelah memenuhi kelengkapan data 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pelaku Usaha 

mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan 
usaha melalui Sistem OSS. 

(2)  Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi 

standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan 
memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL yang 

tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat 
Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. 

(3)  Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain 
mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan 
usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha 

mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk 
memperoleh NIB dan Sertifikat Standar yang mencantumkan 
tanda belum terverifikasi. 

(4)  Setelah memperoleh NIB dan Sertifikat Standar yang 
mencantumkan tanda belum terverifikasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), Pelaku Usaha 
melakukan pemenuhan standar kegiatan usaha sesuai jangka 
waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria 

melalui Sistem OSS. 
(5)  Pemenuhan standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) diteruskan Sistem OSS kepada DPMPTSP untuk 
dilakukan verifikasi. 



(6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan 

perangkat daerah teknis sesuai kewenangan dalam jangka 
waktu sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria. 

(7)  Berdasarkan hasil verifikasi, perangkat daerah teknis 
menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa memenuhi 
persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. 

 
Pasal 40 

 
(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6), 

dilaksanakan oleh Tim Teknis DPMPTSP yang merupakan 

representasi dari perangkat daerah teknis.  
(2)  Tim Teknis DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh Wali Kota atas usul perangkat daerah teknis.  

(3) Dalam hal diperlukan, Tim Teknis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat melakukan peninjauan lapangan untuk 

verifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha.  
 

Pasal 41 

 
(1)  Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 39 ayat (7) dinyatakan memenuhi persyaratan, 
Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat 
Standar telah diverifikasi. 

(2)  Pelaku Usaha dapat mencetak Sertifikat Standar yang telah 
mencantumkan keterangan telah diverifikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

 
Pasal 42 

 
(1)  Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 39 ayat (7) dinyatakan Pelaku Usaha tidak 

memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada 
Pelaku Usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan 

Sertifikat Standar dalam  jangka waktu yang telah ditetapkan 
dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria. 

(2) Pelaku Usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem 

OSS untuk dilakukan verifikasi kembali setelah melakukan 
pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar. 

(3)  Dalam melakukan verifikasi kembali, ketentuan verifikasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5), ayat (6), ayat 
(7), ayat (8), dan Pasal 41 berlaku secara mutatis mutandis. 

(4)  Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pelaku Usaha tetap tidak 
memenuhi persyaratan Sertifikat Standar dalam jangka 

waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan 
kriteria, Sistem OSS membatalkan Sertifikat Standar yang 
belum diverifikasi. 

 
Pasal 43 

 
(1)  Dalam hal perangkat daerah teknis tidak memberikan 

notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS 

secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat 
Standar telah terverifikasi. 

(2)  Pelaku Usaha dapat mencetak Sertifikat Standar yang telah 
mencantumkan keterangan telah terverifikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 



Paragraf 10 

Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Tinggi 
 

Pasal 44 
 
(1) Sebelum melakukan kegiatan usaha yang termasuk ke dalam 

tingkat Risiko tinggi, Pelaku Usaha wajib memiliki NIB yang 
diterbitkan melalui Sistem OSS. 

(2)  Setelah memiliki NIB, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan lzin sesuai dengan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria sebelum 

melaksanakan kegiatan operasional dan/atau komersial. 
(3)  Persyaratan lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

meliputi pula analisis mengenai dampak lingkungan bagi 

kegiatan usaha yang wajib analisis mengenai dampak 
lingkungan. 

(4)  Pemenuhan persyaratan lzin sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) disampaikan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS. 

(5)  Pemenuhan persyaratan lzin sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) diteruskan Sistem OSS kepada DPMPTSP untuk 
dilakukan verifikasi. 

(6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan 
oleh perangkat daerah teknis dalam jangka waktu sesuai 
norma, standar, prosedur, dan kriteria. 

(7)  Berdasarkan hasil verifikasi, perangkat daerah teknis 
menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa 
memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. 

 
Pasal 45 

 
(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6), 

dilaksanakan oleh Tim Teknis DPMPTSP yang merupakan 

representasi dari perangkat daerah teknis.  
(2)  Tim Teknis DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh Wali Kota atas usul perangkat daerah teknis.  
(3) Dalam hal diperlukan, Tim Teknis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dapat melakukan peninjauan lapangan untuk 

verifikasi pemenuhan persyaratan Izin.  
 

Pasal 46 

 
Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 44 ayat (7) Pelaku Usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, 
Sistem OSS menerbitkan lzin kepada Pelaku Usaha. 
 

Pasal 47 
 
Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 44 ayat (7) Pelaku Usaha dinyatakan tidak memenuhi 
persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada Pelaku Usaha 

untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan lzin 
melalui Sistem OSS. 
 

Pasal 48 
 

Dalam hal perangkat daerah teknis tidak memberikan notifikasi 
hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan Izin. 
 



Pasal 49 

 
(1)  Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan 

pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar 
produk, Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan standar 
kegiatan usaha dan/atau standar produk melalui Sistem OSS 

sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. 
(2)  Sistem OSS meneruskan: 

a.  pemenuhan standar kegiatan usaha kepada DPMPTSP 
untuk dilakukan verifikasi dan dinotifikasi ke Sistem 
OSS; dan 

b.  pemenuhan standar produk kepada 
kementerian/lembaga, untuk dilakukan verifikasi dan 
dinotifikasi ke Sistem OSS. 

 
Pasal 50 

 
(1)  Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) 

huruf a dilakukan oleh perangkat daerah teknis dalam  

jangka waktu sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria untuk dinotifikasi ke Sistem OSS. 

(2)  Dalam hal pemenuhan standar kegiatan usaha yang 
disampaikan oleh Pelaku Usaha disetujui, DPMPTSP 
menyampaikan notifikasi persetujuan kepada Pelaku Usaha 

melalui Sistem OSS. 
(3)  Dalam hal pemenuhan sertifikasi standar kegiatan usaha 

yang disampaikan oleh Pelaku Usaha ditolak, DPMPTSP 

menyampaikan notifikasi penolakan kepada Pelaku Usaha 
melalui Sistem OSS. 

 
Pasal 51 

 

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), 
dilaksanakan oleh Tim Teknis DPMPTSP yang merupakan 

representasi dari perangkat daerah teknis.  
(2)  Tim Teknis DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh Wali Kota atas usul perangkat daerah teknis.  

(3) Dalam hal diperlukan, Tim Teknis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat melakukan peninjauan lapangan untuk 
verifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha.  

 
Paragraf 11 

Penerbitan Perizinan Berusaha dan 
Kemudahan Perizinan Berusaha Untuk UMK 

 

Pasal 52 
 

(1) UMK diberikan kemudahan Perizinan Berusaha melalui 

perizinan tunggal. 
(2)  Kriteria UMK mengikuti ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai kemudahan, pelindungan, dan 
pemberdayaan koperasi dan UMK-M. 

 

Pasal 53 
 

(1) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh UMK 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memiliki Risiko 



rendah, pelaku UMK mendapatkan NIB melalui Sistem OSS, 

sebagai identitas dan legalitas usaha. 
(2)  Dalam hal kegiatan usaha memiliki Risiko menengah atau 

tinggi, selain NIB pelaku UMK wajib memiliki Sertifikat 
Standar dan/atau Izin. 

(3)  Pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

menyampaikan permohonan untuk memperoleh Sertifikat 
Standar dan/atau Izin melalui Sistem OSS. 

(4)  Sistem OSS meneruskan permohonan pelaku UMK 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemerintah 
Daerah.  

(5)  Ketentuan mengenai pemberian Sertifikat Standar dan/atau 
lzin bagi pelaku UMK mengikuti ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 44 berlaku 

secara mutatis mutandis. 
 

Bagian Keempat 
Subsistem Pengawasan 

 

Pasal 54 
 

(1)  Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
11 ayat (2) huruf c digunakan sebagai sarana untuk 
melaksanakan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko. 
(2)  Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit memuat: 

a.  perencanaan inspeksi lapangan tahunan; 
b.  laporan berkala dari Pelaku Usaha dan data 

perkembangan kegiatan usaha; 
c.  perangkat kerja Pengawasan; 
d.  penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha; 

e.  pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana 
Pengawasan serta tindak lanjutnya; dan 

f.  pembinaan dan sanksi. 
(3)  Perangkat kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf c terdiri dari: 

a.  data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat 
pada Sistem OSS; 

b.  surat tugas pelaksana inspeksi lapangan; 

c.  surat pemberitahuan kunjungan; 
d.  berita acara pemeriksaan; 

e.  daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan 
standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; 
dan/ atau 

f.  perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka 
mendukung pelaksanaan Pengawasan. 

 

Bagian Kelima 
Pencabutan NIB 

 
Pasal 55 

 

(1)  NIB berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan 
usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
(2)  NIB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dalam hal: 



a.  Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak 

sesuai dengan NIB; 
b.  Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan 

peraturan perundang-undangan terkait Perizinan 
Berusaha; 

c.  disetujuinya permohonan Pelaku Usaha atas pencabutan 

NIB; 
d.  pembubaran badan usaha; atau 

e.  berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan 
hukum tetap. 

(3)  Permohonan pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan oleh DPMPTSP atas 
hasil pemeriksaan kemudian (post-audit), melalui notifikasi 

kepada Lembaga OSS. 
(4)  Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 

dilakukan oleh Lembaga OSS. 

(5)  Permohonan pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf d dilakukan oleh likuidator melalui notifikasi 
kepada Lembaga OSS. 

(6)  Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e 
dilakukan oleh Lembaga OSS berdasarkan 

surat/keterangan/informasi tertulis dari aparat penegak 
hukum atau lembaga peradilan. 

(7) Atas notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat 

(5) atau surat/keterangan/informasi tertulis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6), Lembaga OSS menerbitkan 

keputusan pencabutan NIB. 
 

BAB VI 

TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA  
BERBASIS RISIKO 

 

Bagian Kesatu 
Umum 

 
Pasal 56 

 

(1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan 
secara terintegrasi dan terkoordinasi melalui Sistem OSS. 

(2)  Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh 
DPMPTSP atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. 
(3)  Pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat 

kepatuhan Pelaku Usaha. 

(4)  Indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) meliputi: 

a.  tata ruang dan standar bangunan gedung; 
b.  standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan 

hidup; 

c.  standar pelaksanaan kegiatan usaha; 
d.  persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, 

standar, prosedur, dan kriteria; dan/atau 
e.  kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau 

pemanfaatan insentif dan fasilitas Penanaman Modal. 

 
 
 



Pasal 57 

 
(1) Pengawasan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dilaksanakan 
oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangan.  

(2)  Untuk melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dilakukan perencanaan Pengawasan. 
(3)  Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) mencakup penyusunan waktu dalam pelaksanaan 
Pengawasan, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana 
Pengawasan. 

(4)  Pemerintah Daerah dilarang melakukan Pengawasan di luar 
perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dan ayat (3). 

 
Pasal 58 

 
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan 
dengan tujuan untuk: 

a.  memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan 
kewajiban oleh Pelaku Usaha; 

b.  mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya 
bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, 
dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari 

pelaksanaan kegiatan usaha; dan 
c.  rujukan pembinaan atau pengenaan sanksi administratif 

terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha. 

 
Bagian Kedua 

Jenis Pengawasan 
 

Paragraf 1 

Umum 
 

Pasal 59 
 
Jenis Pengawasan terdiri dari : 

a. Pengawasan Rutin; 
b.  Pengawasan Insidental. 
 

 
Paragraf 2 

Pengawasan Rutin 
 

Pasal 60 

 
Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a 
dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat Risiko kegiatan 

usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha. 
 

Pasal 61 
 

(1)  Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 

huruf a dilakukan melalui: 
a.  laporan Pelaku Usaha; dan 

b.  inspeksi lapangan. 
(2) Pengawasan rutin melalui Laporan Pelaku Usaha 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas 



laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada 

DPMPTSP yang memuat kepatuhan pelaku usaha terhadap: 
a. standar pelaksanaan usaha; dan 

b. perkembangan kegiatan usaha.  
(3)  Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) memuat:  

a.  realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja, pada 
tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) 

bulan; dan 
b.  realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan 

(corporate social responsibility), pelaksanaan kemitraan 

usaha pada tahapan komersial, dan menyelenggarakan 
pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga 

kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan 
komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.  

(4)  Pemantauan terhadap laporan Pelaku Usaha sebagaimana 

dimaksud ayat (3) dilakukan terhadap LKPM yang mencakup 
realisasi Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja, realisasi 
produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan dan 

kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal 
yang disampaikan oleh Pelaku Usaha orang perseorangan, 

dan badan usaha.   
(5)  Pemantauan dan verifikasi atas laporan berkala sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh DPMPTSP atas 

laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.  
(6)  Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi 
yang disampaikan pada laporan berkala dengan pelaksanaan 
fisik kegiatan usaha melalui: 

a.  pembinaan dalam bentuk pendampingan dan 
penyuluhan meliputi fasilitasi penyelesaian 
permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha, 

pemberian penjelasan, konsultasi, dan/atau bimbingan 
teknis mengenai ketentuan pelaksanaan Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau  
b.  pemeriksaan administratif dan/atau fisik meliputi 

kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai 

Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, 
bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif 

dan kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban 
kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait 
pelaksanaan Penanaman Modal.  

(7)  Dalam hal inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) tidak dapat dilakukan dengan kunjungan fisik, 
inspeksi lapangan dilakukan secara virtual.  

(8)  Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bagi Pelaku 
Usaha mikro dan Pelaku Usaha kecil dilakukan melalui 

pembinaan, pendampingan atau penyuluhan terkait kegiatan 
usaha. 

(9) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

dilaksanakan oleh DPMPTSP secara terkoordinasi dan dapat 
didampingi oleh Perangkat Daerah terkait sesuai 

kewenangannya. 
(10) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat 

tugas. 

(11)  Inspeksi lapangan oleh pelaksana Pengawasan dilakukan 
paling banyak: 



a.  untuk Risiko rendah dan menengah rendah, 

dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk 
setiap lokasi usaha; dan 

b.  untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 2 
(dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi 
usaha. 

(12) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin 
yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, 

inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11): 
a.  untuk Risiko rendah dan menengah rendah, tidak 

dilakukan; dan 

b.  untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 1 
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi 
usaha. 

 
Pasal 62 

 
(1)  Hasil inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

61 ayat (1) huruf b dituangkan dalam berita acara 

pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi 
lapangan dan Pelaku Usaha.  

(2)  Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi 
dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan. 

(3)  Pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik pada 
Sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi 
lapangan dan Pelaku Usaha. 

(4)  Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara 

elektronik pada Sistem OSS, hasil inspeksi lapangan 
dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat 
kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi 

lapangan. 
(5)  Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara 
manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi 
formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi 

lapangan pada Sistem OSS dan diunggah ke Sistem OSS oleh 
pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) Hari 
setelah penandatanganan berita acara. 

 
Paragraf 3 

Pengawasan Insidental 
 

Pasal 63 

 
(1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

59 huruf b merupakan Pengawasan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah pada waktu tertentu. 
(2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilakukan karena adanya keadaan tertentu, yaitu: 
a.  adanya pengaduan masyarakat;  
b.  adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku 

Usaha; 
c.  adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau; 



d. kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya 

pencemaran lingkungan dan/atau hal-hal lain yang 
dapat membahayakan keselamatan masyarakat 

dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun 
perekonomian daerah.  

(3)  Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a dilakukan secara: 
a.  langsung kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah 

Daerah; dan/atau 
b.  tidak langsung yang disampaikan secara: 

1.  tertulis kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah 

Daerah; atau 
2.  elektronik melalui Sistem OSS atau saluran 

pengaduan yang disediakan. 

(4)  Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan sewaktu-waktu dan dapat dilakukan tanpa 

pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha.  
(5)  Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dilakukan dengan inspeksi lapangan untuk memeriksa 

kesesuaian data dan informasi dengan pelaksanaan kegiatan 
usaha, melalui: 

a.  pembinaan dalam bentuk pendampingan dan  
penyuluhan meliputi kegiatan fasilitasi penyelesaian 
permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha, pemberian 

penjelasan dan/atau konsultasi; dan/atau  
b.  pemeriksaan administratif dan fisik meliputi kegiatan 

pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman 

Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan 
/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan 

kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban 
kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait 
pelaksanaan Penanaman Modal.  

(6)  Dalam hal inspeksi lapangan insidental sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilakukan dengan 

kunjungan fisik, Pengawasan insidental dapat dilakukan 
secara virtual.   

(7)  Inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) dilaksanakan oleh DPMPTSP secara terkoordinasi dan 
dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait sesuai 
kewenangannya.  

(8)  Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat 
tugas. 

(9)  Surat tugas dan BAP hasil Pengawasan insidental diinput ke 
Sistem OSS setelah pelaksanaan inspeksi lapangan.  

 

Bagian Ketiga 
Kemudahan Pengawasan Perizinan Berusaha Bagi UMK 

 

Pasal 64 
 

(1)  Pemerintah Daerah memberikan kemudahan Pengawasan 
kegiatan usaha kepada pelaku UMK. 

(2)  Kemudahan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berupa: 
a.  LKPM disampaikan dengan ketentuan: 

1. tidak diwajibkan bagi Pelaku Usaha mikro; dan 
2.  setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan 

bagi Pelaku Usaha kecil; 



b.  Pengawasan rutin Perizinan Berusaha untuk pelaku 

UMK dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, atau 
penyuluhan terkait kegiatan usaha; dan 

c.  Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan 
rutin yang dilakukan sebelumnya terhadap standar dan 
kewajiban, pelaku UMK yang dinilai patuh tidak perlu 

dilakukan inspeksi lapangan. 
 

Bagian Keempat 
Pelaksana Pengawasan 

 

Pasal 65 
 
(1) Dalam Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a 
pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: 

a.  melakukan reviu terhadap laporan berkala yang 
diberikan oleh Pelaku Usaha; 

b.  menyusun laporan hasil reviu; dan 

c.  menyampaikan rekomendasi. 
(2) Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku Usaha 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b, 
pelaksana Pengawasan mempunyai tugas: 
a.  menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 

(tiga) Hari sebelum tanggal pemeriksaan; 
b.  menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang 

akan diperiksa; 

c.  menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha 
yang diperiksa; 

d.  melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan 
berkala dengan kondisi lapangan; 

e.  membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan 

kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat 
(4) dan ayat (5); dan 

f.  menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha. 
(3)  Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku Usaha 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b, 

pelaksana Pengawasan mempunyai wewenang: 
a.  memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan 

yang diperlukan; 

b.  memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; 
c.  menyusun salinan dari dokumen dan/atau 

mendokumentasikan secara elektronik; 
d.  melakukan pengambilan sampel dan melakukan 

pengujian; dan/atau 

e.  memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana 
dan/atau sarana. 

(4)  Dalam hal pelaksanaan Pengawasan ditemukan pelanggaran 

yang dilakukan Pelaku Usaha, pelaksana Pengawasan dapat 
menghentikan pelanggaran tersebut untuk mencegah 

terjadinya dampak lebih besar. 
 

Pasal 66 

 
(1)  Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar yang 

bersifat teknis dan memerlukan kompetensi khusus tertentu 
dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga atau 
profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagai 



pelaksana Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(2) Dalam hal Pengawasan bekerja sama dengan lembaga atau 

profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), keterlibatan lembaga atau profesi 
bersertifikat dimasukkan ke dalam perencanaan Pengawasan. 

(3)  Dalam hal berdasarkan Pengawasan ditemukan pelanggaran 
yang dilakukan Pelaku Usaha, lembaga atau profesi ahli yang 

bersertifikat atau terakreditasi melaporkan kepada 
Pemerintah Daerah yang menugaskan dalam  jangka waktu 
paling lambat 3 (tiga) Hari sejak lembaga atau profesi ahli 

yang bersertifikat atau terakreditasi menemukan pelanggaran 
yang dilakukan oleh Pelaku Usaha. 

(4)  Pemerintah Daerah melakukan penghentian pelanggaran 

untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka 
waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima laporan 

lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

 

Pasal 67 
 

(1)  Pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
65 harus memiliki kompetensi yang mencakup kemampuan, 
kecakapan, dan pengetahuan atas standar pelaksanaan 

kegiatan usaha. 
(2)  Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kompetensi 

pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

untuk mengembangkan kemampuan, kecakapan, dan 
pengetahuan yang dilakukan secara berkelanjutan. 

 
Bagian Kelima 

Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha Dalam Pengawasan 

 
Pasal 68 

 
(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan 

Pengawasan. 

(2)  Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a.  melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan 

kegiatan usaha; dan 
b.  menyampaikan pengaduan masyarakat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). 
 

BAB VII 

PENDANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO 
 

Pasal 69 

 
Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pelayanan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dibebankan pada: 
a.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan  
b.  Sumber lain yang sah.  

 
 

 
 
 



BAB VIII 

PENYELESAIAN HAMBATAN DAN PERMASALAHAN 
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO 

 
Pasal 70 

 

(1) Wali Kota wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan 
di bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
(2) Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur 

hal untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan, Wali 

Kota berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau 
melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka 
penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud 

sepanjang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan 
yang baik.  

 
Pasal 71 

 

(1) Wali Kota menetapkan keputusan dan/atau melakukan 
tindakan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 70 ayat 

(2), berdasarkan pertimbangan teknis dari DPMPTSP. 
(2) Dalam melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), DPMPTSP menyampaikan Nota Dinas yang 

menggambarkan hambatan dan permasalahan serta rencana 
tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian 
masalah untuk memperoleh persetujuan Wali Kota.  

 
BAB IX 

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA 
 

Pasal 72 

 
Setiap Pelaku Usaha berhak mendapatkan: 

a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan; 
b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang 

dijalankannya; 

c. hak pelayanan; dan 
d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 73 

 
Setiap Pelaku Usaha berkewajiban: 
a.  menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; 

b.  melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; 
c.  menyampaikan LKPM; 
d.  menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi 

kegiatan usaha Penanaman Modal; 
e.  meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara 

Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan;  

f.  menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi 

kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang 

memperkerjakan tenaga kerja asing;   
g.  mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan 

lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup 



bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam 

yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan  

h.  mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 74 

 
Setiap Pelaku Usaha bertanggung jawab: 

a.  menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang 
tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

b.  menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan 
kerugian jika Pelaku Usaha menghentikan atau 
menelantarkan kegiatan usahanya;  

c.  menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan 
mencegah praktik monopoli;  

d.  menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan  
e.  menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan 

kesejahteraan pekerja. 

 
BAB X 

SANKSI 
 

Bagian Kesatu 

Sanksi Admnistratif Berdasarkan Penyampaian  
Pemenuhan Standar 

 

Pasal 75 
 

(1) Dalam hal Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha tingkat 
Risiko menengah tinggi memiliki Sertifikat Standar yang 
belum terverifikasi dan atas pemenuhan standar kegiatan 

usaha namun belum memenuhi standar kegiatan usaha, 
berdasarkan notifikasi dari Perangkat Daerah teknis, Sistem 

OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi.  
(2) Format Pembatalan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Badan Koordinasi 

Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara 
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 

(3) Pembatalan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dinotifikasi melalui Sistem OSS kepada Pemerintah 
Daerah, dan/atau Pelaku Usaha.   

(4) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali penerbitan 
Sertifikat Standar yang belum terverifikasi melalui Sistem 

OSS dalam waktu 6 (bulan) setelah Pembatalan terbit.  
(5) Apabila dalam waktu 6 (bulan) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) Pelaku Usaha belum memiliki Sertifikat Standar 

terverifikasi, Sistem OSS:  
a.  menerbitkan Pencabutan NIB apabila Pelaku Usaha hanya 

memiliki 1 (satu) kegiatan usaha; atau  
b.  menerbitkan pemutakhiran NIB apabila Pelaku Usaha 

memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha.  

(6) Dalam hal Pelaku Usaha belum memiliki Perizinan Berusaha 
baru, atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5) huruf a, Hak Akses akan dibatalkan secara otomatis 1 
(satu) tahun sejak tanggal Pencabutan NIB.  



(7) Format Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

huruf a berpedoman pada Peraturan Badan Koordinasi 
Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara 

Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 
(8) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a 

dinotifikasi melalui Sistem OSS kepada Pemerintah Daerah, 

dan/atau Pelaku Usaha. 
 

Pasal 76 
 

(1)  Dalam hal Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha tingkat 

Risiko menengah tinggi belum menyampaikan pemenuhan 
standar kegiatan usaha sesuai jangka waktu yang telah 
ditetapkan, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya 

melakukan pemantauan kepada Pelaku Usaha dalam 3 (tiga) 
bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perkiraan mulai 

berproduksi/beroperasi.  
(2)  Atas hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Pemerintah Daerah menginput dan menotifikasi hasil 

pemantauan ke dalam Sistem OSS.  
(3)  Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) Pelaku Usaha telah memenuhi 
standar kegiatan usaha, Sistem OSS mencantumkan 
keterangan bahwa Sertifikat Standar telah diverifikasi.   

(4)  Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) Pelaku Usaha tidak juga memenuhi 
standar kegiatan usaha sesuai jangka waktu yang telah 

ditetapkan: 
a.  Sistem OSS membatalkan Sertifikat Standar yang  belum 

diverifikasi; dan 
b.  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat 

(2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat 

(8) berlaku secara mutatis mutandis. 
 

 
Bagian Kedua 

Sanksi Admnistratif Berdasarkan Pemenuhan Persyaratan Izin 

 
Pasal 77 

 
(1) Dalam hal Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha tingkat 

Risiko tinggi: 

a.  sudah menyampaikan namun belum memenuhi 
kelengkapan persyaratan Izin; atau 

b.  belum menyampaikan pemenuhan persyaratan Izin, 

pada jangka waktu yang telah ditetapkan, Pemerintah 
Daerah sesuai kewenangannya melakukan pemantauan 

kepada Pelaku Usaha dalam 3 (tiga) bulan sebelum 
berakhirnya jangka waktu perkiraan mulai 
berproduksi/beroperasi.   

(2)  Atas hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pemerintah Daerah menginput dan menotifikasi hasil 

pemantauan ke dalam Sistem OSS.  
(3)  Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha telah memenuhi 

persyaratan Izin, Sistem OSS menerbitkan Izin.  
(4)  Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha belum memenuhi 



persyaratan Izin sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, 

Sistem OSS menotifikasi Pelaku Usaha untuk memenuhi 
persyaratan Izin dalam waktu 6 (enam) bulan. 

(5)  Dalam hal dalam waktu 6 (bulan) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Pelaku Usaha tidak melakukan pemenuhan 
persyaratan Izin, Sistem OSS: 

a.  menerbitkan Pencabutan NIB apabila Pelaku Usaha 
hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha; atau  

b.  menerbitkan pemutakhiran NIB apabila Pelaku Usaha 
memiliki lebih dari1 (satu) kegiatan usaha.   

(6)  Dalam hal Pelaku Usaha belum memiliki Perizinan Berusaha 

baru, atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) huruf a, Hak Akses akan dibatalkan secara otomatis 1 
(satu) tahun sejak tanggal Pencabutan NIB.  

(7)  Format Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
huruf a berpedoman pada Peraturan Badan Koordinasi 

Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara 
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 

(8)  Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a 

dinotifikasi melalui Sistem OSS kepada Pemerintah Daerah 
dan/atau Pelaku Usaha.  

 
Bagian Keempat 

Sanksi Administratif Berdasarkan Persiapan Kegiatan usaha 

 
Pasal 78 

 

(1) Pelaku Usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi  
diberikan sanksi Pembatalan Sertifikat Standar, dalam hal 

tidak memperoleh Sertifikat Standar terverifikasi sesuai 
jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, 
prosedur dan kriteria serta berdasarkan hasil Pengawasan 

tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka 
waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit.  

(2)  Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a.  pengadaan tanah; 

b.  pembangunan bangunan gedung; 
c.  pengadaan peralatan atau sarana;  
d.  pengadaan sumber daya manusia;  

e.  pemenuhan standar usaha; dan/atau 
f.  kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional 

dan/atau komersial, termasuk: 
1)  pra studi kelayakan atau studi kelayakan; dan 
2)  pembiayaan operasional selama masa konstruksi. 

(3)  Dalam hal Pelaku Usaha tidak memperoleh Sertifikat Standar 
sesuai jangka waktu, akan tetapi telah melakukan persiapan 
kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 tahun sejak NIB terbit 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha tidak 
diberikan sanksi Pembatalan Sertifikat Standar.  

(4)  Persiapan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) divalidasi oleh Sistem OSS terhadap LKPM periode terakhir 
yang disampaikan Pelaku Usaha.  

(5)  Dalam hal Pelaku Usaha belum memperoleh Sertifikat 
Standar dan belum melaksanakan persiapan kegiatan usaha 

pada jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Lembaga OSS 
otomatis membatalkan Sertifikat Standar.  



(6)  Format Pembatalan Sertifikat Standar sebagaimana pada ayat 

(5) berpedoman pada Peraturan Badan Koordinasi 
Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara 

Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 
(7)  Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinotifikasi 

melalui Sistem OSS kepada Pemerintah Daerah dan Pelaku 

Usaha.  
(8)  Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 

Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali penerbitan 
Sertifikat Standar yang belum terverifikasi melalui Sistem 
OSS dalam waktu 6 (bulan) setelah Pembatalan terbit. 

(9)  Apabila dalam waktu 6 (bulan) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (8) Pelaku Usaha belum memiliki Sertifikat Standar 
terverifikasi, Sistem OSS:  

a.  menerbitkan Pencabutan NIB apabila Pelaku Usaha 
hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha; atau  

b.  menerbitkan pemutakhiran NIB apabila Pelaku Usaha 
memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha.   

(10)  Dalam hal Pelaku Usaha belum memiliki Perizinan Berusaha 

baru, atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat 
(9) huruf a, Hak Akses akan dibatalkan secara otomatis 1 

(satu) tahun sejak tanggal Pencabutan NIB.  
(11)  Format Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) 

huruf a berpedoman pada Peraturan Badan Koordinasi 

Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara 
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.   

(12)  Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a 

dinotifikasi melalui Sistem OSS kepada Pemerintah Daerah 
dan/atau Pelaku Usaha. 

 
Bagian Kelima 

Sanksi Administratif Berdasarkan Pelanggaran Ringan 

 
Pasal 79 

 
(1)  Pelanggaran ringan dikenakan dalam hal: 

a.  Pelaku Usaha tidak melakukan kewajiban dan tanggung 

jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 
74; 

b.  Pelaku Usaha tidak menyampaikan LKPM selama 2 (dua) 

periode berturut-turut; 
c.  Pelaku Usaha menyampaikan LKPM pertama kali tanpa 

ada nilai tambahan realisasi investasi selama 4 (empat) 
periode berturut-turut dengan nilai realisasi nihil;  

d.  Pelaku Usaha tidak merealisasikan kegiatan usaha 

sesuai dengan jangka waktu perkiraan mulai 
berproduksi/beroperasi yang tercantum dalam Sistem 
OSS;   

e.  Pelaku Usaha tidak menjalankan kewajiban kemitraan 
selama menjalankan kegiatan usaha; atau  

f.  terjadinya pencemaran lingkungan pada lokasi usaha 
yang tidak membahayakan keselamatan.  

(2)  Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikenai sanksi berupa peringatan tertulis pertama, kedua, 
dan/atau ketiga. 

 
 
 



Pasal 80 

 
(1)  Sanksi administratif berupa peringatan tertulis  pertama, 

kedua, dan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 
ayat (2) dikenakan kepada Pelaku Usaha sebanyak 3 (tiga) 
kali berturut-turut.   

(2)  Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas: 

a.  peringatan tertulis pertama diberikan dalam jangka 
waktu 30 (tiga puluh) hari; 

b.  peringatan tertulis kedua diberikan dalam jangka  waktu 

15 (lima belas) hari; dan 
c.  peringatan tertulis ketiga diberikan dalam jangka  waktu 

10 (sepuluh) hari, terhitung sejak tanggal terkirimnya 

surat peringatan melalui Sistem OSS dan dinotifikasi 
kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik.   

(3)  Terhadap peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Pelaku Usaha wajib: 
a.  memberikan tanggapan atas surat peringatan melalui 

Sistem OSS; dan/atau 
b.  melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, 

dan/atau ketentuan lainnya sesuai peraturan 
perundang-undangan.  

(4)  Dalam hal hasil evaluasi oleh pejabat yang berwenang atas 

tanggapan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3): 
a.  telah sesuai, maka DPMPTSP sesuai dengan 

kewenangannya memberikan notifikasi melalui Sistem 
OSS bahwa peringatan dinyatakan gugur kepada Pelaku 

Usaha; atau  
b.  tidak sesuai, maka DPMPTSP sesuai dengan 

kewenangannya memberikan sanksi administratif 

selanjutnya.  
(5)  Dalam hal Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti peringatan 

ketiga, DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya dapat 
melakukan Pengawasan.  

(6)  Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat 

menjadi data dukung bagi DPMPTSP untuk memberikan 
sanksi administratif berikutnya.  

(7)  Format peringatan tertulis pertama, kedua, ketiga 

berpedoman pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman 
Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko.   
(8)  Peringatan tertulis pertama, kedua, ketiga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada 

Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha. 
 

Bagian Keenam 

Sanksi Administratif Berdasarkan Pelanggaran Sedang 
 

Pasal 81 
 
(1)  Pelanggaran sedang dikenakan dalam hal:  

a.  Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan atas sanksi 
pelanggaran ringan yang telah dikenakan dalam waktu 

yang ditetapkan;  



b.  terbukti terjadinya pencemaran lingkungan yang 

membahayakan keselamatan masyarakat baik di lokasi 
usaha maupun di sekitar lokasi usaha; dan/atau  

c.  Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan 
peraturan perundang-undangan;  

(2)  Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dikenakan sanksi administratif secara berjenjang, yaitu 
berupa: 

a.  peringatan tertulis pertama dan terakhir; atau 
b.  Penghentian Sementara Kegiatan Usaha.  

(3)  Dalam hal sanksi administratif atas pelanggaran sedang tidak 

ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha, maka DPMPTSP sesuai 
dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif 
pelanggaran berat.  

 
Pasal 82 

 
(1)  Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama dan 

terakhir dapat dikenakan apabila terjadinya pelanggaran 

sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf 
b dan huruf c.   

(2)  Terhadap peringatan tertulis pertama dan terakhir 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha dalam 
waktu 30 (tiga puluh) Hari wajib: 

a.  memberikan tanggapan atas surat peringatan tertulis 
pertama dan terakhir melalui Sistem OSS; dan/atau  

b.  melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, 

dan/atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  

(3)  Dalam hal evaluasi oleh pejabat yang berwenang atas 
tanggapan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1): 

a.  telah sesuai, DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya 
memberikan notifikasi bahwa peringatan tertulis 

pertama dan terakhir dinyatakan gugur kepada Pelaku; 
atau  

b.  tidak sesuai, DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya 

memberikan sanksi administratif berikutnya dengan 
notifikasi kepada Pelaku Usaha.  

(4)  Dalam hal Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti peringatan 

pertama dan terakhir, DPMPTSP sesuai dengan 
kewenangannya dapat melakukan Pengawasan. 

(5)  Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat 
menjadi data dukung bagi DPMPTSP untuk memberikan 
sanksi administratif berikutnya.  

(6)  Sanksi administratif berikutnya sebagaimana dimaksud ayat 
(5): 
a.  atas pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud  dalam 

Pasal 81 ayat (1) huruf b diberikan Penghentian 
Sementara Kegiatan Usaha; atau  

b.  atas pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 81 ayat (1) huruf c diberikan Pencabutan.  

(7)  Format peringatan pertama dan terakhir berpedoman pada 

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang 
Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko. 



(8)  Peringatan pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada Pemerintah 
Daerah dan Pelaku Usaha.  

 
Pasal 83 

 

(1)  Sanksi administratif berupa Penghentian Sementara Kegiatan 
Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf 

b dapat dikenakan apabila:  
a.  Pelaku Usaha yang tidak memberikan tanggapan tertulis 

dan tindak lanjut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari 

terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan yang 
ketiga atau 30 (tiga puluh) hari surat peringatan pertama 
dan terakhir; atau  

b.  hasil inspeksi lapangan membuktikan terjadinya 
pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

81 ayat (1) huruf b.    
(2)  Dalam memberikan Penghentian Sementara Kegiatan Usaha 

atas kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa BAP.  
(3)  Dalam hal melaksanakan implementasi Penghentian 

Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
bekerjasama dengan aparatur penegak hukum.  

(4)  Terhadap Penghentian Sementara Kegiatan Usaha 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha dalam 
waktu 30 (tiga puluh) Hari wajib: 
a.  memberikan tanggapan atas Penghentian Sementara 

Kegiatan Usaha melalui Sistem OSS; dan  
b.  melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, 

dan/atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  

(5)  Dalam hal Pelaku Usaha telah memberikan tanggapan dan 

memenuhi kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan 
lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaku Usaha dapat 
mengajukan permohonan Pencabutan atas Penghentian 
Sementara Kegiatan Usaha melalui Sistem OSS.  

(6)  Berdasarkan permohonan pencabutan atas Penghentian 
Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5), DPMPTSP melakukan evaluasi dan/atau inspeksi 

lapangan yang dituangkan dalam BAP.  
(7)  Dalam hal evaluasi dan/atau inspeksi lapangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6): 
a.  telah sesuai, DPMPTSP memberikan notifikasi kepada 

Sistem OSS untuk mencabut Penghentian Sementara 

Kegiatan Usaha dengan tembusan kepada Pelaku Usaha; 
atau  

b. tidak sesuai, DPMPTSP memberikan notifikasi kepada 

Sistem OSS untuk memberikan sanksi administratif 
berikutnya dengan notifikasi kepada Pelaku Usaha.  

(8)  Dalam Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti Penghentian 
Sementara Kegiatan Usaha yang diberikan, DPMPTSP sesuai 
dengan kewenangannya dapat melakukan Pengawasan.  

(9)  Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat 
menjadi data dukung bagi DPMPTSP untuk memberikan 

sanksi administratif berikutnya.  
(10)  Format Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Badan 



Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata 

Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 
(11)  Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada 
Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha.  

 

Bagian Ketujuh 
Sanksi Administratif berdasarkan Pelanggaran Berat 

 
Pasal 84 

 

(1)  Pelanggaran berat dikenakan dalam hal:  
a. Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan atas sanksi 

pelanggaran sedang yang telah dikenakan dalam waktu 

yang ditetapkan; 
b.  Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak 

sesuai dengan Perizinan Berusaha; 
c.  terbukti terjadinya bahaya atas kesehatan, keselamatan 

dan lingkungan dan/atau dapat mengganggu 

perekonomian nasional maupun perekonomian daerah; 
atau  

d.  Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan 
peraturan perundang-undangan terkait Perizinan 
Berusaha.  

(2)  Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikenai sanksi administratif berupa Pencabutan Perizinan 
Berusaha.  

 
Pasal 85 

 
(1)  Sanksi administratif berupa Pencabutan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat 

(2) dikenakan apabila: 
a.  Pelaku Usaha tidak memberikan tanggapan tertulis 

dan/atau tindak lanjut atas peringatan tertulis pertama 
dan terakhir dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga 
puluh) Hari sejak diterbitkannya peringatan tertulis 

pertama dan terakhir;   
b.  Pelaku Usaha tidak memberikan tanggapan tertulis 

dan/atau tindak lanjut atas Penghentian Sementara 

Kegiatan Usaha dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga 
puluh) Hari sejak diterbitkannya Penghentian Sementara 

Kegiatan Usaha;   
c.  hasil inspeksi lapangan yang membuktikan terjadinya 

pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

84 ayat (1) huruf b, huruf c atau huruf d; atau  
d.  berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap.  

(2)  Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a.  Pencabutan NIB; 
b. Pencabutan Sertifikat Standar; dan/atau  
c.  Pencabutan Izin. 

(3)  Dalam hal Pelaku Usaha masih berminat melakukan  
kegiatan usahanya, Pelaku Usaha wajib melakukan 

permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang baru. 
(4)  Dalam hal Pelaku Usaha hanya memiliki 1 kegiatan usaha 

sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit, atas Pencabutan Perizinan 



Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), NIB akan dicabut apabila dalam jangka waktu 6 (enam) 
bulan Pelaku Usaha belum memperoleh Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko baru di bidang usaha yang sama atau bidang 
usaha yang lain.  

(5)  Atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan permohonan 
Perizinan Berusaha yang baru, Hak Akses akan dibatalkan 

secara otomatis 1 (satu) tahun sejak tanggal Pencabutan NIB.   
(6)  Lembaga OSS memberikan notifikasi dalam jangka waktu 10 

(sepuluh) Hari sebelum dilakukan Pembatalan Hak Akses 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5).  
(7)  Terhadap kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

c dan huruf d, Pemerintah Daerah mengajukan usulan 

Pencabutan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS, dengan 
disertai dokumen pendukung berupa BAP atau putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.  
(8)  Dalam hal Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disebabkan oleh adanya pencemaran lingkungan, Pelaku 

Usaha diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(9)  Format Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada 
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang 

Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko. 

(10)  Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi 

oleh Sistem OSS kepada Pemerintah Daerah dan Pelaku 
Usaha.  

(11)  Notifikasi kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (10) disertai keterangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).  

 
Bagian Kedelapan 

Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang  
Kegiatan Usaha 

 

Pasal 86 
 
(1) Sanksi administratif berupa Pencabutan Perizinan Berusaha 

Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dikenakan dalam hal hasil 
inspeksi lapangan membuktikan terjadinya pelanggaran atas 

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.   
(2)  Dalam hal Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan 

Usaha diterbitkan melalui sistem OSS, Pemerintah Daerah 

sesuai kewenangannya dapat mengusulkan Pencabutan  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem OSS 
dilengkapi dokumen pendukung.  

(3)  Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem 
OSS menerbitkan Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk 

Menunjang Kegiatan Usaha sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  

(4)  Format Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang 

Kegiatan Usaha berpedoman pada Peraturan Badan 
Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata 

Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 
 



(5) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinotifikasi
oleh Sistem OSS kepada Pemerintah Daerah dan Pelaku
Usaha.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku :
(1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha

namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Wali Kota ini
berlaku, Perizinan Berusaha diproses sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

(2) Pelaku Usaha yang telah memperoleh hak akses sebelum
berlakunya Peraturan Wali Kota ini wajib melakukan
pembaruan data hak akses pada Sistem OSS.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli,
pada tanggal 21 Februari 2022
WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 21 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2022 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALAIBAGIAN HUKUM,

RAHMATVgASIH ZEBUA, SH., M.Si
Penata Tk.I
NIP 19881107 201101 1 007


